BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik

1.

Pengertian Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo menjelaskan keikutsertaan dalam bidang
politik sebagai perilaku individu atau kelompok yang secara aktif
mengambil bagian dalam proses kenegaraan, contohnya menentukan
pemimpin negara, yang berakibat pada keputusan pemerintah secara
langsung atau tidak langsung. Aktivitas ini meliputi tindakan seperti
memberikan pilihan dalam pemilu, hadir dalam acara terbuka
masyarakat, menjadi bagian dari organisasi partai atau kelompok
kepentingan, dan menjalin koneksi dengan para pejabat atau wakil di
parlemen.’

Banyak kalangan memandang keterlibatan politik sebagai
langkah pertama dalam memulai reformasi 1998 karena ini adalah salah
satu prinsip dasar pemerintahan yang efektif. Kata Latin "pars,” yang
berarti bagian, dan "capere," yang berarti berpartisipasi dalam operasi
negara atau urusan politik, adalah asal kata "partisipasi." Makna

terkaitnya adalah 'mengambil bagian.' "Partisipasi” berarti "mengambil

8Sultan Afrian Sutami, Marlien T. Lapin, and Wiesje Wilar, “Partisipasi Politik Masyaralkat

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020”
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bagian" dalam bahasa Inggris. Partisipasi, maka dari itu, melibatkan
pengambilan bagian dalam kegiatan politik atau pemerintahanPada
umumnya, menurut Miriam Budiardjo, keikutsertaan dalam urusan
kenegaraan adalah perilaku individu maupun kelompok untuk terlibat
secara antusias dalam proses politik, misalnya menentukan pemimpin
nasional, yang berpengaruh terhadap keputusan pemerintah secara
langsung ataupun tidak langsung. Aktivitas semacam ini mencakup
berbagai bentuk seperti memberikan hak pilih dalam pemilu, mengikuti
rapat komunitas, menjadi anggota dari partai atau lembaga kepentingan,
membina hubungan dengan pembuat peraturan atau wakil pemerintah,
dan lain sebagainya.

Karena keterlibatan politik adalah salah satu pilar pemerintahan
yang efektif, banyak kalangan memandangnya sebagai langkah awal
dalam proses reformasi 1998. Partisipasi berasal dari kata Latin "capere,”
yang berarti ikut serta dalam urusan atau operasi politik negara, dan
"pars,” yang berarti bagian. Terhubung berarti "berperan”. Participation
berarti memainkan peran atau fungsi dalam bahasa Inggris. Oleh karena
itu, keterlibatan mencakup ikut serta dalam urusan atau kegiatan politik
negara.

Penjelasan singkat tentang partisipasi politik kemudian diberikan

oleh Ramlan Surbakt, yang mendefinisikannya sebagai cara bagi
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masyarakat biasa untuk terlibat dalam membuat semua keputusan yang
berdampak pada kehidupan mereka.

Dengan demikian, keikutsertaan dalam politik merupakan
perilaku seorang pribadi atau serangkaian pribadi yang turut serta secara
giat dalam proses kenegaraan, contohnya menentukan pemimpin
nasional.

2. Sistem Demokrasi di Indonesia

Dua kata dari Yunani, yaitu "demos" yang bermakna rakyat atau
penghuni suatu wilayah, dan "cratein" atau "cratos" yang mengandung
arti kekuasaan atau kedaulatan, merupakan asal-usul bahasa dari istilah
demokrasi. Rakyat membuat pilihan, mereka memegang kendali, dan
pemerintahan dijalankan oleh dan untuk rakyat. Rakyat memiliki
kekuasaan tertinggi.’

Menurut definisi demokrasi, kekuasaan lahir dari rakyat,
dilaksanakan oleh rakyat, serta ditujukan untuk rakyat. Dalam
pemahaman yang lebih melibatkan warga, demokrasi dapat dijelaskan
sebagai gagasan tentang kekuasaan yang pada hakekatnya dikenal oleh
komunitas dan berada pada rakyat, dikerjakan rakyat, berguna bagi
rakyat, serta dilakukan bersama rakyat. Akibatnya, rakyat itu sendiri

seharusnya menentukan dan menawarkan arah untuk praktik

Fadli Syahdiyono, “Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam,” Jurnal ekonomi
Syariah (2022).



11
pemerintahan, yang pada dasarnya juga akan menguntungkan seluruh
masyarakat. Pada kenyataannya, negara yang baik didorong untuk
menyusun administrasi bersamaan dengan masyarakat, dengan tujuan
mendorong potensi kesatuan terbesar di seluruh masyarakat.!

Sistem demokrasi adalah konsep yang dinamis jika sebuah bangsa
ingin berubah, karena prosesnya terus berlangsung. Kemampuan untuk
menegakkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang sejati
merupakan tanda keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, agar
demokrasi benar-benar berkembang di dalam pemerintahan Indonesia
dan membawa masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai, kita sebagai
warga negara Indonesia yang mendukung bentuk pemerintahan
demokratis harus menjunjung tinggi dan menggunakan sistem ini sesuai
dengan pedoman yang ada.!

Jadi Sistem demokrasi indonesia adalah kekuasaan ada ditangan
dari rakyat dan untuk rakyat. Karena itu sebagai masyarakat Indonesia
kita harus menganut sistem pemerintahan secara demokrasi.

Partisipasi Politik di Indonesia

Menurut Miriam, partisipasi politik merupakan ekspresi formal

dari keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kekuasaan politik.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam aktivitas kenegaraan,

Jsa Vaniya, “Pilar Demokrasi Indonesia” (2022).
"Faadjar Tri Sakti, Pengantar Ilmu Politik, 2020.
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misalnya pemilu, melakukan hal tersebut karena percaya bahwa lewat
tindakan bersama-sama ini, keperluan mereka akan didengar atau paling
tidak dipertimbangkan. Singkatnya, mereka meyakini bahwa
keikutsertaan mereka membawa pengaruh—pengaruh yang dikenal
dengan istilah efikasi politik. Dalam kerangka sosiologi politik, diyakini
bahwa tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi mencerminkan
keberhasilan pendidikan politik dalam suatu masyarakat. Akibatnya,
semakin tinggi tingkat keterlibatan publik, semakin baik fungsi
demokrasi. Banyaknya warga yang terlibat dalam kegiatan kenegaraan
mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk memahami masalah-
masalah publik dan siap mengambil bagian dalam berbagai aktivitas
bernuansa politik.!?

Di sisi lain, ada tanda-tanda bahwa pelaksanaan demokrasi suatu
negara sedang berjalan buruk ketika tingkat keterlibatan politik dalam
masyarakat rendah. Perhatian terhadap pemilihan umum dan urusan
negara lainnya tampak kurang diminati oleh masyarakat, jika tidak bisa
dikatakan sama sekali tidak diminati.'®

Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi politik
memiliki beberapa bentuk, yaitu keterlibatan dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, serta proses

12Yalvena Miaz, “Partisipasi Politik Dan Pola Perilaku Pemilih Pemilu” 1, no. 1 (2012): 1-21.
13Miaz, “Partisipasi Politik Dan Pola Perilaku Pemilih Pemilu.”
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evaluasi. Di sisi lain, Sulaiman menggolongkan ragam keikutsertaan
dalam bidang politik menjadi sejumlah dimensi, di antaranya
pengambilan peran secara bersama dalam aktivitas dengan cara fisik dan
berhadapan langsung, pemberian sumbangan dalam bentuk dana,
barang, atau fasilitas infrastruktur, keikutsertaan dalam proses
pengambilan keputusan, dan pemberian dukungan pada aktivitas-
aktivitas bernuansa politik. Adapun jenis-jenis partisipasi meliputi
partisipasi pemikiran, tenaga, gabungan antara pemikiran dan tenaga,
keahlian, barang, serta dana atau uang.'*

Partisipasi politik pada dasarnya adalah tindakan sukarela,
dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan atau tekanan dari
siapa pun. Dengan demikian, keikutsertaan dalam bidang politik erat
kaitannya dengan pemahaman mengenai pendidikan kenegaraan di
tengah komunitas atau para pemilih. Keikutsertaan dalam bidang politik
adalah persyaratan pokok dalam tata politik yang demokratis. Tata
politik yang berkualitas membutuhkan jalur penyampaian informasi
kenegaraan yang dapat diakses sebagai wujud keikutsertaan warga

masyarakat.

1“Miaz, “Partisipasi Politik Dan Pola Perilaku Pemilih Pemilu.”
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B. Gereja
1. Pengertian Gereja

Gagasan bahwa ada beberapa definisi gereja, tergantung pada
sudut pandang, disajikan dalam buku Manajemen Gereja (Landasan
Teologis dan Implementasi Praktis). 'Gereja' (port; igerijia) berarti
'harapan yang milik Tuhan sendiri,' sementara 'Ekklesia’ (Yunani) berarti
'dipanggil keluar." Penjelasan lain yang lazim tentang gereja ialah
'kumpulan jiwa yang beriman,' dan rupanya inilah gambaran yang paling
sering terdengar dan diterapkan oleh komunitas Kristen.!s

Calvin membandingkan gereja dengan seorang ibu yang
membantu anak-anaknya memahami Yesus Kristus sebagai Bapa yang
Paling Benar dan Paling Kudus. Baik yang hidup maupun yang mati, atau
mereka yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah dan merupakan
anggota Kristus, membentuk gereja yang tidak terlihat, yang adalah
Tubuh Kristus.

Sebuah komunitas pengikut Yesus Kristus yang berkewajiban
untuk menjalani iman, kasih, dan pelayanannya dikenal sebagai gereja.
Sebagai tubuh Kristus, gereja lebih dari sekadar sebuah bangunan; gereja
adalah komunitas yang hidup yang ada untuk memuliakan Tuhan serta

menawarkan keselamatan dan damai bagi dunia.

15Katrina Mina Tutu, “Gereja Sebagai Persekutuan Yang Terbuka Bagi Masyarakat” (2020).
16Adlvian Tamu Pay Djera, “Gereja Dan Urrata” (2021).
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Tugas dan panggilan gereja
Misi gereja adalah menyebarkan Injil sambil selalu berupaya
menegakkan dan mewujudkan keyakinannya. Hal ini melampaui
sekadar melakukan perbuatan dan menunjukkan kepedulian serta
keselamatan Allah agar lingkungan dapat melihat dan merasakan tanda-
tanda kehadiran Allah. Dalam menegakkan dan mencapai iman, gereja
bekerja untuk memberdayakan anggotanya guna bersama-sama
melindungi iman yang telah diberikan Allah kepada mereka serta
memastikan bahwa iman ini terus berkembang, dewasa, dan
menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Di bawah ini ialah tugas dan
tanggung jawab yang diberikan kepada gereja:'”
a. Menyembah/beribadah kepada Allah
Tugas utama gereja adalah menyembah Allah sebagai Allah,
sebagai Tuhan dan Juruselamat yang menegakkan jemaat-Nya di
tengah dunia ini. Kata sembah dalam bahasa Ibrani adalah
sabbacbah, yang berarti membungkuk atau sujud (Kel. 4:31). Dalam
Perjanjian Baru, digunakan kata Yunani Proskuneo, yang berarti
membungkuk atau menghormati. Kata-kata Yunani lain, seperti
leitougia, berarti pelayanan atau tugas jabatan seorang percaya.

Yesus menggunakan kata Proskuneo (untuk menyembah-Nya dalam

7Tutu, “Gereja Sebagai Persekutuan Yang Terbuka Bagi Masyarakat.”
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Roh dan kebenaran) dalam Yohanes 4:24. Gereja tidak boleh
menyembah ilah lain.!®
b. Gereja Sebagai Wadah Persekutuan Orang-Orang Percaya (Koinonia)

Kata dasar "Koinos" adalah sumber dari istilah Yunani
"Koinonia," yang berarti "umum" atau "umum" dan menunjukkan
kesatuan. 'Koinonos,' yang berarti rekan atau teman sekerja, adalah
kata lain yang terkait dengan koinonia.

c. Gereja Sebagai Wadah Pelayanan (Diakonia)."

Selain itu, gereja dipanggil untuk melayani setiap orang yang
telah diciptakan oleh Tuhan. Diakonoi, yang berarti pelayanan,
berasal dari kata Yunani diakonia. Menurut John R.W. Stott, definisi
diakonia mencakup pelayanan sosial. Dia menyatakan bahwa
komponen dari pelayanan diakonia adalah: meringankan
penderitaan manusia, usaha kemanusiaan yang bertujuan untuk
membantu setiap individu dan keluarga, serta tindakan kasih

sayang.?

BAgustinus Djali and Maswati Daya, “Pengertian Teologis Gereja Berdasarkan Kitab-Kitab
Taurat Dan Implementasinya Untuk Masa Kini” (n.d.): 1-87.

“Djali and Daya, “Pengertian Teologis Gereja Berdasarkan Kitab-Kitab Taurat Dan
Implementasinya Untuk Masa Kini.”

2Djali and Daya, “Pengertian Teologis Gereja Berdasarkan Kitab-Kitab Taurat Dan
Implementasinya Untuk Masa Kini.”
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d. Gereja Sebagai Wadah Kesaksian (Marturia) dan pemberitaan Injil.

Pernyataan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1:8 didasarkan
pada kata Yunani marturia, yang berarti kesaksian. Seorang murid
dibuat melalui Marturia. Matheteuo muncul dalam Matius 29:19
dalam bentuk perintah. Istilah-istilah Yunani euangelizo,
euangelizomai, kerisso, dan euangelion, yang menyiratkan kabar
baik dan kerusso mengumumkan atau memberitakan Injil, dengan
demikian dikaitkan dengan pekerjaan evangelisasi.

e. Gereja Sebagai Wadah Pengajaran/Pembinaan Jemaat.

Bagi gereja mula-mula, pengajaran menjadi sangat penting
(Kisah Para Rasul 2). Para utusan, nabi, penyebar berita, pemimpin
rohani, dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk
mengembangkan. Upaya ini dilaksanakan guna menyiapkan umat
yang saleh bagi tugas mengembangkan badan Kristus.?!

Apakah waktunya tepat atau tidak, misi gereja untuk
membagikan kasih dan kasih karunia Tuhan tetap relevan. Begitu
juga, di tengah komunitas yang mengalami gangguan karena
kegiatan kenegaraan yang tidak sehat pada masa perayaan
demokrasi, ajakan gereja untuk menyuarakan karya penyelamatan

dan belas kasih Ilahi diinginkan semakin bergema, membawa

2Djali and Daya, “Pengertian Teologis Gereja Berdasarkan Kitab-Kitab Taurat Dan
Implementasinya Untuk Masa Kini.”
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ketenangan bagi setiap anggota jemaat yang kurang harmonis
dengan lingkungan mereka.

Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi
panggilan Tuhan di tengah dunia dan segala kondisinya. Istilah
"Panggilan Tiga Dimensi Gereja" merujuk pada panggilan Tuhan bagi
gereja untuk melayani (diakonia), bersaksi (marturia), dan bersekutu
(koinonia).??

Kita dapat memahami bahwa Gereja memiliki tiga panggilan:
untuk melayani, untuk bersekutu, dan untuk memberikan kesaksian.
Inilah inti dari kehadiran Gereja secara global. Gereja membangun
kesatuan sebagai tubuh Kristus melalui persekutuan; membagikan kabar
baik tentang kasih Allah melalui kesaksian; dan menunjukkan kasih itu
secara nyata bagi orang lain melalui pelayanan. Ketiga panggilan ini
mendukung dan menegaskan bahwa Gereja ada untuk melayani sebagai
terang dan garam dunia, bukan hanya untuk dirinya sendiri..
Hubungan Gereja dan Politik
a. Gereja membutuhkan Politik

Partisipasi gereja dalam urusan kenegaraan dapat dimengerti
melalui pemahaman Alkitab tentang Dominion Ilahi, yang

melukiskan suatu susunan eksistensi di mana semua karya Tuhan

ZInriani, “Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-
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dapat menjalani kehidupan dalam kemakmuran, kesetaraan,
integritas, dan kebenaran. Mengkaji sudut pandang kepercayaan
Kristen pada urusan kenegaraan dapat membangkitkan semangat
untuk mewujudkan keyakinan ini secara bermakna dalam situasi
kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, hal ini menjelaskan
pemahaman Kristen tentang iman sebagai sikap yang memandang
keterlibatan politik sebagai bentuk pelayanan yang esensial.
Perspektif ini mendorong inisiatif politik yang lebih besar dan
partisipasi dalam membentuk negara dan bangsa yang
mencerminkan integritas moral dan kesetiaan.?
Politik membutuhkan Gereja

Ini berarti bahwa orang Kristen ikut serta dalam politik
karena dunia politik masih berada di dalam otoritas dan pengaruh
Tuhan. Sebagai warga negara, orang Kristen dan pendeta diharapkan
terlibat dalam urusan politik sambil terus hidup sebagai garam dan
terang di dunia. Semua pengetahuan dan pengalaman yang
diperoleh oleh komunitas iman melalui persekutuan dan kegiatan
gereja dapat menjadi contoh atau kontribusi bagi proses politik
dalam kehidupan sosial dan nasional, di bawah pemerintahan yang

tepat.

(2020).

®Daud Podondan, “Gereja Membuhtuhkan Politik Dan Politik Membutuhkan Gereja”
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Hal ini mencerminkan hubungan antara konsep inti koinonia
dan sifat politik. Nilai-nilai persatuan yang ditemukan dalam
komunitas iman di Indonesia, yang diekspresikan melalui
kehidupan gereja, juga membentuk misi gereja dalam keterlibatan
politik yang lebih luas dan persekutuan. masyarakat yang beragam
di negara ini, adalah yang selanjutnya mengembangkan hubungan

antara esensi koinonia dan esensi politik.2

4. Sikap Gereja Terhadap Politik

Secara umum, alasan mengapa gereja menolak untuk terlibat
dalam dinamika politik adalah karena jemaahnya dengan nyata melihat
bahwa dunia politik sering kali dipenuhi dengan penipuan dan praktik
yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, pilihan untuk menjauhkan
gereja dari kegiatan kenegaraan dilihat sebagai tindakan yang cermat
oleh sejumlah kalangan. Namun, pada dasarnya, gereja seharusnya tidak
sepenuhnya mundur dari kegiatan politik. Sebagai persekutuan orang
percaya, gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan
menemani anggotanya dalam menjalankan proses demokrasi dengan
cara yang sehat, guna menghindari praktik politik yang kotor yang dapat
berpotensi menyebabkan ketidak-harmonisan atau bahkan perpecahan

dalam gereja. Pembinaan yang dimaksud adalah upaya gereja dalam

2Djoys Anake Rantung, “Pendidikan Agama Dan Politik Dalam Kehidupan Masyarakat
Majemuk Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Agama Kristen 1, no. 1 (2017).
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memberikan pemahaman kepada jemaat agar mereka dapat
berpartisipasi dalam dinamika politik dengan tetap berpegang pada nilai
dan prinsip kristiani. Karena itu, amat perlu bagi gereja untuk menyusun
fondasi ajaran keagamaan yang dapat menjadi pegangan dalam
menjalankan misi di bidang kenegaraan.?

Berdasarkan pandangan Zakaria J. Ngelow, terdapat sejumlah hal
pokok yang dapat menjadi fondasi ajaran bagi gereja dalam menjalankan
tugas di ranah kenegaraan, di antaranya;

a. Karena gereja terdiri dari individu-individu yang telah dipanggil
dan dikirim, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah pantas
bagi gereja untuk menyebarkan Injil, atau kabar baik, kepada semua
orang. Sebagai akibatnya, gereja perlu berfokus pada pelayanan
politiknya untuk semua orang, bukan hanya bagi anggotanya.
Gereja berupaya untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan
perdamaian bagi masyarakat sebagai bagian dari tugas politiknya.

b. Karena banyak aliran gereja meyakini bahwa satu tanggung jawab
gereja adalah menampilkan kerajaan Allah, gereja harus
berkontribusi dalam mendorong keadilan sosial, kesejahteraan,

dan ketenteraman. Hal ini menjadi alasan mengapa gereja dengan

Rerung and Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja
Toraja Mamasa Sapankale.”
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tegas menolak segala bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat
politik.

Memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan
kepada Allah apa yang menjadi milik Allah merupakan salah satu
ajaran Yesus yang paling dikenal dalam Kitab Injil berkaitan dengan
tata pemerintahan (Mat. 22:21; Luk. 20:25; Mrk. 12:17). Menurut
Ngelow, ini mengandung makna bahwa penghargaan kepada Allah
mengambil posisi lebih awal dibanding penghargaan kepada negara
(Kis. 5:29). Dengan demikian, gereja wajib mengeluarkan suara
kenabian dengan melakukan pembangkangan sebagai wujud
ketundukan kepada Allah bilamana muncul kesalahan dalam sistem
pemerintahan, seperti melalaikan kewajiban terhadap semua lapisan
masyarakat ataupun hanya menunjukkan kesetiaan pada
sekelompok orang, supaya membimbing penguasa kembali
menempuh ajaran yang tepat.

Menurut Kejadian 1:26, karena manusia diciptakan sesuai dengan
kehendak dan hukum Allah, pekerja harus menghadapi segala
bentuk diskriminasi dalam masyarakat, termasuk diskriminasi rasial,
gender, dan sosial. Karena fakta bahwa mereka yang menjadi sasaran
pengurangan martabat juga diciptakan sesuai dengan rupa dan
gambar Allah, sulit bagi politikus untuk mengubah sesuatu menjadi

hal lain.
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e. Karena Tuhan menetapkan pemerintahan melalui pemerintahan
langsung, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan
tugasnya dengan fokus yang konsisten pada keadilan, kesejahteraan,
dan perdamaian. Alkitab menganggap pemerintahan semacam ini
sebagai hamba Tuhan (Roma 13). Sebaliknya, pemerintahan yang
telah diberikan amanah namun berperilaku otoriter, seperti
melakukan penindasan dan tidak diupayakan untuk mewujudkan
kesetaraan, kesejahteraan, serta keharmonisan, menurut Alkitab,
dianggap bertentangan dengan Kristus (Wahyu 13). Mengingat
bahwa manusia dibentuk sesuai dengan citra dan karakter Tuhan
serta harus menolak semua ragam ketidakadilan, gereja mempunyai
kewajiban untuk senantiasa memandu dan memberikan bimbingan
kepada jemaatnya.
Pandangan Geraja Toraja Tentang Politik
Gereja Toraja memiliki pandangan yang jelas mengenai urusan
kenegaraan, sebagaimana dapat dilihat dalam pengakuan iman gereja
padabab VII ayat 6. Bagian ini secara khusus membahas hubungan antara
tata pemerintahan dan gereja. Pengakuan iman Gereja Toraja menyatakan
hal berikut:
Instrumen di tangan Tuhan untuk mewujudkan kesejahteraan,
kesetaraan, kebenaran, dan mengatasi kejahatan adalah penguasa dan

berbagai organisasi. Mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan
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rakyat. Itulah sebabnya kami harus berdoa dan membantu penguasa
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud Allah untuk
kebaikan manusia.?

Dari pernyataan ini, Gereja Toraja secara terbuka telah
merumuskan prinsip dan konsep mengenai peran gereja dalam bidang
politik dan hubungan dengan negara. Misi Gereja Toraja
mengungkapkan bahwa dengan "menampilkan tanda-tanda kerajaan
Allah, nama Tuhan akan dikuduskan, dan kehendaknya akan terwujud —
yakni keadilan, kebenaran, demokrasi, perdamaian, kesejahteraan, HAM,
serta partisipasi dalam menjaga lingkungan hidup"? Melalui visi
tersebut ditemukan bahwa gereja Toraja memandang kehidupan dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuka dalam bidang
politik sebagai ladang pelayanan bagi gereja untuk menghadirkan tanda-
tanda kerajaan Allah. Gereja terpanggil untuk berperan aktif didalamnya,
namun harus dilaksanakan berdasarkan kesetian kepada gereja yaitu
Yesus Kristus dengan menjadikan Alkitab sbagai sumber inspirasi dalam
membaharui dirinya dan masyarakat, bangsa dan Negara.?®

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka perlu adanya misi,

Gereja Toraja menetapkan misi yang sehubungan dengan visi yang ada

26BPMS Gereja Toraja, Pengakuan Iman Gereja Toraja (Rantepao: PT Sulo, 2008), 135.
Daud Sangka’, Membangun Jemaat, Gereja Dan Politik (Rantepao: BPS Gereja Toraja, 1999),

BSangka’, Membangun Jemaat, Gereja Dan Politik, 5.
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yang bertitik tolak pada kitab Yohanes 17 dan Roma 12, secara singkat
dapat di uraikan sebagai berikut: Gereja berada dalam dunia ini untuk
bersekutu, bersaksi,dan melayani namun tidak serupa dengan dunia.
Gereja didalam dunia dapat dipahami sebagai gereja didalam
masyarakat, berbangsa dan bernegara yang majemuk sehingga harus
menyadari dan mengakui bahwa kemajemukan itu tidak bisa dipungkiri.
Karena itu berada dalam kemajemukan gereja memiliki tanggung jawab
untuk memelihara kehidupan bersama. Selain untuk kehidupan
bersama, juga juga terpanggil untuk menyatakan sikap terhadap
pemerintah, yaitu mendukung pemerintah memberlakukan kehendak
Tuhan dan secara tegas menegur pemerintah yang tertentangan dengan
kehendak Tuhan.

Sebagai hasil dari keputusan yang diambil dalam sidang sinode,
Gereja Toraja kemudian menjabarkannya ke dalam berbagai program
kerja oleh Badan Pekerja Sinode. Adapun hasil dari rapat kerja Badan
Pekerja Sinode yang membahas sikap politik Gereja Toraja adalah sebagai
berikut:
a. Tahun 2006, dalam Rapat Kerja IV Badan Pekerja Majelis Sinode
Gereja Toraja, sikap gereja terhadap urusan kenegaraan terlihat jelas
melalui program yang ada di Bidang Pembinaan Warga Gereja dan

Pekabaran Injil. Program tersebut mencakup:



D)

2)
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Pelatihan  kenegaraan bagi anggota jemaat, yang
diselenggarakan dengan melalui khotbah yang dimuat dalam
publikasi membangun jemaat.
Peningkatan wawasan anggota jemaat dalam merespons

berbagai isu-isu tentang hak asasi manusia.

Pada Rapat Kerja I Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tahun 2011,

sikap gereja terhadap urusan kenegaraan nampak dalam berbagai

inisiatif terkait penguatan keterlibatan Ekumenis kebangsaan dan

pengelolaan keragaman, yang dijabarkan menjadi:

D)

2)

3)

4)

5)

Penguatan dan pendewasaan warga jemaat dalam hal urusan
kenegaraan sehingga mereka mampu menjalankan kewajiban
serta memperjuangkan hak-hak politiknya dengan semestinya.
Pelatihan kenegaraan dan pendampingan bagi anggota jemaat
yang memiliki minat serta kemampuan dalam bidang urusan
kenegaraan.

Perluasan peran gereja dalam mekanisme pembuatan undang-
undang dan pendampingan kepada anggota gereja yang terlibat
dalam bidang urusan kenegaraan.

Pendampingan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia.
Penyuaraan suara kenabian kepada para penguasa dan institusi-

institusi negara.



